BAB IV
ANALISISPERSEPSI ULAMA TENTANG PERNIKAHAN OLEH WALI

HAKIM KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL

A. Analisis terhadap Persepsi Ulama tentang Pernikahan oleh Wali Hakim

kaitannya dengan Wali Adhol

Dalam ajaran Islam orang tua tidak boleh memaksagameinkan anak
putrinya yang sudah dewasa dengan laki-laki yamaktidisukainya. Orang
tua berkewajiban meminta pendapat anak putrinyagere laki-laki yang
akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-lakiatau menolaknya.
Apabila anak perempuannya itu janda, maka ia haneiyampaikan
persetujuannya secara terus terang. Tapi jika paempuannya gadis, maka
diamnya adalah tanda setuju karena diakuinya pammasaalu. Jika ia
mengatakan “tidak” maka orang tua tidak berwenamiyiku memaksakan ia
nikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Keremagan orang tua memaksa
anak perempuannya nikah dengan laki-laki yang tidéikukai bisa
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, bigfasanak perempuannya
kabur dari rumahnya dan melakukan pernikahan yatak tsesuai dengan
prosedur hukum, bahkan anak tersebut bisa bunukadena akan dijodohkan
dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Pada masa sekarang memang banyak terjadi perasligittara orang

tua dengan anak perempuannya mengenai hal pernik@eh sebab karena

! Ghazali Mukri,Panduan Figh Perempuadogjakarta: Salma Pustaka, 2000, him. 127
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terjadi perselisihan antara oarang tua dengan apakempuannya
kemungkinan besar orang tua tidak bersedia mengtabkak perempuannya
atau enggan (Adhol) menjadi wali bagi anak pereanpya.

Salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalasepguan masing-
masing pihak dan didasarkan atas perasaan suk&telaini sebagaimana

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwgaaNabi bersabda:
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): SesunggyanRasulullah
saw bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuangandsehingga
diperintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahlsehingga
dimintai izinnya, kemudian para sahabat bertanya: Rasulullah,
Bagaimana izinnya perempuan gadis itu? Beliau meafa
Diamnya (tanda izinnya). (Muttafaq ‘alaih)

Dari hadits di atas terlihat bahwa seorang perempu@mpunyai hak
untuk menolak dinikahkan, yaitu dengan tidak mernkber izin kepada
walinya untuk menikahkan. Dalam hadits lain dijktas bahwa Nabi

bersabda:
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Artinya: Dari ‘Aisyahr.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda
Jika mereka (para Wali) menolak menikahkan, makmsiah Wali
bagi orang yang tidak mempunyai Wali. (Muttafacib)

2 Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-San’a@iubul as-Salamjuz 3, Cairo: Syirkah
Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, him. 118

% Hafid Abi Abdillah Bin Yazid al-QoswainiSunan Ibn Majah Juz Beirut: Darul Fikri
Arabiyah, him. 605
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Pernikahan dengan wali Hakim kaitannya kaitannysgde wali yang
masih ada tetapi adhol, menurut para ulama desagggde Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang di antaranya K. Amy&ari dan K.H.
Ihwan, mereka berpendapat bahwa pernikahan perengmegan wali Hakim
kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adbadah, karena di pandang
tingkat kemaslahatannya lebih besar, sebab apad@taikahan tersebut
dilakukan dengan prosedur yang ada justru malahlbbeekan madhorot bagi
pelaku pernikahan tersebut. Bapak K.H. Ihwan batppat bahwa pernikahan
perempuan yang tidak menggunakan wali madiitafiyah, di samping itu
apabila seorang perempuan yang layak nikah mimtikatikan dengan laki-
laki yang seimbang derajatnya (sekufu) lalu wakahnya menolak, maka
wali Hakim yang akan menikahkan.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pendapam mazhab
mengenai wali dalam pernikahan:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i
Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tgnteali Nikah ini
bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW yang diayatkan oleh Imam
Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, bah Rasulullah SAW

bersabda:
s oS ) o B Sy JB B e 1 ) 28l

Hlake s} bl 1S5 Ly 03

4 Abu Dawud Sulaiman lbn Asy’as Al SajastaBijnan Abu DawudBeirut: Darul Kutub
Al limiyah, 1996. him. 204
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Artinya: Dari ‘Aisyah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw
bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang kadni
dengan tidak seizin Walinya, maka nikahnya batalt{daq
‘alaih)

Dalam hadits Rasulullah SAW tersebut terlihat bake@arang perempuan

yang hendak menikah disyaratkan harus memakai bedarti jika tanpa

wali maka nikahnya tidak sah.

Dari hadits Rasulullah SAW yang lain yang diriwagat oleh

Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
5 . . M .
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Artinya: “Tidak sah nikah melainkan dengan Wali dan 2 (duajang
saksi yang adil.

2. Menurut pendapat Imam Hanafi

Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merkga syarat
harus memakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhaafiadan
beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibatpgiawWaran), akad
nikah yang diucapkan oleh perempuan yang dewasabdeakal (aqil
baligh) adalah sah secara mutlak, demikian jugaumgnAbu Yusuf,
Imam Maliki dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu m&mgukakan pendapat
berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan Hadits Reistn SAW sebagai

berikut di bawah ini:
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Artinya : “Apabila suami mentalaq isterinya (isteri-isteripsudah talaq
yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi ibgg

® Ibid. him. 229
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seningga dia (perempuan ) itu menikahi calon suamereka
yang baru”.(QS. Al-Bagarah:236)
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Artinya: “Apabila kamu mentalaq isteri-isterimulalu habis masa
iddahnya janganlah kamu (para Wali) menghalangi ekar
nikah lagi dengan calon suaminyaQS. Al-Bagarah:232)

Jadi menurut Imam Hanafi, wali nikah itu tidak npgalkan syarat sah

nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-lakawatcalon mempelai

perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta atsu izin
terlebih dahulu dari Walinya.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits ngnta
disyaratkannya Wali dalam pernikahan yang dirivkgmatoleh Aisyah r.a.
dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan aekelompok orang
dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibrlayyyah mengatakan dari
Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menangakepada az-Zuhri
tentang hadits tersebut, tetapi ia tidak mengemdlr§ebagai dalil atas
kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-ZAdndiri tidak

mensyaratkan adanya wali, dan pensyaratan wali uian merupakan

pendapat Aisyah ra.

® Yayasan Penyelengga Penterjemah Al-QufdrQuran dan Terjemahnya 30 Juz,

Semar7ang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, him. 56
Ibid

8 Al- Fagih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muharachlbnu RusydBidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Muqgtashiderj. Imam Ghozali Said, MAAnalisa Figih Para Mujtahid
Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, him. 416.

°Dalam hal ini masih terjadi kontraversi, apakahtskatetapan hukum berdasarkan “fatwa
sahabat” atau berdasarkan “subtansi hadits” yamgajiatkan.
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3. Menurut pendapat Imam Malik
Berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Malik berpendapatwa
tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syasahnya nikah.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam SyétiAkan tetapi Dawud
memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkamya wali pada
gadis, dan tidak tidak mensyaratkan pada jahda.

Berdasarkan pendapat imam mazhab dan hadits Blalebut di atas,
pernikahan perempuan dengan wali Hakim kaitanngh @lali yang masih
ada tetapi Adhol itu sah. Oleh karena itu para aladesa Ujunggede
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang juga te#beda pendapat
mengenai hal tersebut.

Berikut ini adalah analisis penulis terhadap pessdplama Desa
Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemaldedhadap
pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan walhéld
1. Ulama yang mengesahkan pernikahan oleh wali Halditaknya dengan

wali Adhol

Apabila kita bandingkan pendapat-pendapat para alla®rta
sumber-sumber hukum mereka yang mengesahkan peanikdengan
tanpa wali dengan pendapat-pendapat imam mazhaitisggng tersebut
di atas, maka dapat diketahui bahwasanya merekayikutin mazhab

Hanafi. Penulis memandang apapun dalilnya danralasagambilan suatu

Obid. him. 409.
Ybid, him. 410.



64

hukum, maka tidak dipandang suatu perbedaan, tethpiat Allah yang
telah memberi akal pada manusia.

Penulis memandang dengan adanya perbedaan penpagsat
ulama, di samping rahmat dari Allah SWT, hal inggusuatu wujud
dispensasi agamal{Rukhsah fi al-Dih bagi para makhluk-Nya, hal ini
sesuai hadits Nabi SAW, bahwa agama itu mudah,shaaja manusianya
yang mempersulit sendiri. Namun kaitannya denganikehan oleh wali
Hakim kaitannya dengan yang masih ada tetapi Adghefeka (ulama desa
setempat) mengesahkan pernikahan tersebut berdasarkspek
kemaslahatan dari latar belakang pelaku pernikabesebut, sebab jika
pernikahannya dilaksanakan dengan menggunakan Malbir bisa
mengakibatkanmadhorot, maka pernikahan seperti itu sah, karena di
pandang tingkat kemaslahatannya lebih besar tapjase syarat mereka
harussekufutidak adamawani’ nikahpada mereka, dan keengganan para
wali tidak berdasarkan alasan yang syar’i. Dalarhihapenulis juga
sependapat dengan para ulama, juga menurut henailigpgika
pernikahan tersebut tidak dilaksanakan justru nzetgka terjerumus ke
lembah perzinaan, di mana zina itu dalam agama jel@mrang. Jadi
kesimpulannya wali yang enggan menikahkan anaknya tidak

berpengaruh pada sahnya suatu akad pernikahan.
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. Ulama yang tidak mengesahkan pernikahan oleh wakirfl kaitannya
dengan wali Adhol

Ulama yang tidak mengesahkan pernikahan ini berkasapada
hadits Nabi SAW yang menerangkan bahwa nikah tidak kecuali
dengan adanya wali. Menurut beliau bahwa Hakim ktidaoleh
menikahkan jika wali Mujbir (ayah) tidak setuju ngemvinkan putrinya
dengan laki-laki yang sepadan dari hasil pilihansgadiri sedangkan si
ayah sudah mempunyai laki-laki lain yang juga seki$epadan).
Walaupun laki-laki pilihan si ayah kesepadanannghihl rendah di
banding pilihan putrinya.

Menurut analisis penulis terhadap ulama yang tid@kgesahkan
pernikahan tersebut, apabila diperhatikan alasaseal tersebut di atas

mengacu pada hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi

(A o9y e VI SO 5o B Jey JU
Artinya: “Tidak sah nikah melainkan dengan Wali”
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Artinya: Dari ‘Aisyah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw
bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang kadmi
dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batalt{&faq
‘alaih)
Hal ini dikarenakan wali sangat penting dalam syagtnikahan
dan keberadaan wali dalam suatu pernikahan meropaarat sahnya

sehingga tidak sah suatu pernikahan kecuali demag@mya wali yang
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melaksanakan akad nikah, ini adalah pendapat tigemi madzhab yaitu
Malik, Syafi'i dan Ahmad serta Jumruh ulama. Sedanghadits yang
diriwayatkan oleh 'Aisah di atas sangat jelas Sekanyatakan bahwa
pernikahan itu batal tanpa adanya wali. Akad nikagrupakan sesuatu
yang serius sehingga perlu mengetahui secara jefEs manfa’at

pernikahan tersebut dan madorotnya, perlu penganyatag seksama dan
musyawarah terlebih dahulu. Sementara perempuasarbja pendek
pandangannya dan singkat cara berpikirnya atangaada yang berpikir
panjang sehingga dia memerlukan seorang wali yarembarikan

pertimbangan akan akad tersebut dari aspek manttat legitimasi

hukumnya. Oleh karena itu, adanya wali termasu&hsaatu syarat ‘akad
berdasarkan nash yang shahih dan juga pendapatidutama.

Penulis memandang bahwa hukum Islam itu tidak aekej
sebagaimana orang tua bisa memaksa anak perempuamiuak menikah
dengan orang yang tidak disukainya, sebab hal iea bmembawa
malapetaka bagi anak tersebut dan orang tuanyauli®enemandang
bahwa orang tua yang menggunakan hak ijbarnya jetatentangan
dengan prinsip pernikahan dalam Islam, karena phdarnya prinsip
pernikahan adalah persetujuan masing-masing piaakditlasarkan atas
perasaan suka rela. Jadi orang tua tidak boleh sgraamenjodohkan
anaknya sebab dia juga mempunyai hak untuk mejotdibhnya dan yang

akan menjalani kehidupannya dengan pasangannya.
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Dalam membicarakan masalah ijtihadiyah, jangan ikierptu
membawa perpecahan, berpikirlah secara positif hahyerbedaan
pendapat itu menjadi arena untuk mencari dan mekgbgnaran kedua
belah yang saling adu argumentasi dan logika, gghipendapat apapun
yang disimpulkan adalah sesuai dengan bobot dasaal masing-masing,
sebab dari cara berpikir seseorang dan kemampomnséseorang pasti
berbeda-beda sehingga wajar kalau terjadi perbgoahapat di kalangan
para Ulama.

B. Analisis terhadap pertimbangan hukum persepsi Ulama terhadap
Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan Wali Adhol

Wali merupakan unsur paling penting dalam suatud akéabh,
sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh urzah Idi Indonesia,
bahwa pernikahan tanpa adanya wali maka nikahmyak tsah. Kendati
demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa ke#akna alasan tertentu
enggan menikahkan anak perempuannya, sedang arekuannya tersebut
sangat menginginkan untuk menikah dengan calohapitiya, sehingga untuk
bisa tetap melangsungkan pernikahannya mereka maemggunakan wali
Hakim.

Menurut para ulama Desa Ujunggede Kecamatan Amgielga
Kabupaten Pemalang di antaranya bapak K. Anwaraksygan Bapak K.H.
Ihwan, mereka berpendapat bahwa pernikahan oleh keim kaitannya
dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sahrek# mengesahkan

pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan-fetigan hukum yang
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menuju kemaslahatan dari latar belakang pelakuikzdran tersebut, dengan
kata lain mereka mengutamakan aspek kemaslahatannya

Hukum pernikahan perempuan yang tidak menggunakah
ikhtilaf, ada yang membolehkan dan ada pula yang mengarigigdpsah.

Para ulama saling berbeda pendapat satu dengagdain
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Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syaahnya
nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, M&lécpendapat
tidak ada nikah tanpa Wali, dan Wali menjadi syaahnya nikah.
Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam’iSyafi

Dengan adanya perselisihan pendapat antara ulamgems wali
dalam pernikahan, para ulama di Desa Ujunggede tegadi perselisihan
pendapat mengenai pernikahan oleh wali Hakim kaytardengan wali yang
masih ada tetapi Adhol.

Berikut ini adalah analisis penulis terhadap pdsangan hukum
Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabop#&emalang
terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengali Adhol:

1. Pertimbangan berdasarkan Kemaslahatan
Syari’at Islam bersifat umum, tidak hanya untukus#s keadaan

tertentu atau perseorangan. Sifat umum yang demikiadalam keadaan

tertentu dapat menimbulkan kesulitan dan kemadorp@da sebagian

12 Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad IbnusRl Bidayat al-Mujtahid
wa Nihayat al-MugqtasidBeirut: Dar al-Jill, juz 2, 1409 H/1989M, him. 6
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manusia. Dalam keadaan demikian syari’at Islam negikdin kelapangan
untuk menolak kesulitan yang dia hadapi. Sebagamahah SWT

berfirman dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayatdeétiagai berikut:

REDIN + P63 oleN21Ne)
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, daak menghendaki
kesukaran bagimu”

Ayat ini menjelaskan adanya keringanan dan kemud#drhadap
sesuatu beban hukum yang dianggap sulit untuk sditekan karena
adanya udzur tertentu. Al-Quran dalam menetapkan hukum tidak
menyulitkan manusia dalam pelaksanaannya dan tisatdetapkan hukum
di luar kemampuan manusia. Para ahli hukum Islamemelapat bahwa
kemudahan dan keringanan ini meerupakahmat dari Allah SWT
kepada hamba-Nya.

Dalam hal ini kaitannya dengan pernikahan oleh wiédikim
kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adlawh gJlama Desa
Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemaldatam
mengesahkan pernikahan tersebut itu berdasarkana paspek
kemaslahatan dari latar belakang para pelaku pEraik tersebut,
pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wafigyanasih ada tetapi
Adhol adalah sebuah keringanan dan kemudahan sghsgsuatu beban
hukum yang dianggap sulit untuk dilaksanakan karadanyaudzur

tertentu, hal ini juga sesuai dengan kaidah figiniyang berbunyi:
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Flall Ll s pie Lalill 55

Artinya: Menolak kerusakan itu harus didahulukan dari padanarik
kemaslahatan

Bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakankgamaslahatan
pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satwgn ditinjau dari
satu segi terlarang karena mengandung kerusakamitiajau dari segi
yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi knagg yang harus
didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah inggralkan larangan
lebih besar dari pada perintah menjalankan kebaikan

Penulis juga memandang bahwa hukum asal pernikadatah
sunnah, akan tetapi pernikahan bisa menjadi wi§#éqrang yang telah
mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mergai kemampuan
untuk melaksanakan dan memikul beban kewajibanndglarnikahan
serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, maaam @ergelincir untuk
berbuat zina. Sebab menjaga diri dari perbuataa hirkumnya wajib,
apabila dari seseorang tertentu penjagaan diriakan terjamin jika
dengan jalan menikah, maka menurut penulis kai@mnhgngan kasus
perempuan yang nikah dengan wali Hakim karena waliddhol
melakukan pernikahan, maka pernikahan itu hukumnmggab. Hal ini
sesuai dengan kaidah fighiyah bahwa sesuatu yarttakndiperlukan
untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya ada&gin. Dengan kata
lain apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi taaganya suatu hal, maka

hal itu wajib pula hukumnya. Menurut penulis peparakaidah tersebut
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dalam masalah pernikahan apabila seseorang hamg deenjaga diri
dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, magaa pernikahan itu
wajib hukumnya.
. Pertimbangan berdasarkan sudah terpenuhinya spaedt pernikahan

Bahwa menurut mereka (para Ulama Desa Ujunggedajatsy
pernikahan mereka (pelaku pernikahan) sudah telpemmua dan tidak
ada larangan syar’'i yang menghalangi pernikaharekagemamun hanya
saja ayah kandung perempuan enggan menikahkan an&a&pun alasan
wali tidak mau menikahkan tidak berdasarkan algsauy syar’i. Menurut
penulis pernikahan tersebut juga sudah sesuai dedgh Perkawinan,
menurut UU Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dikgata bahwa
perkawinan sah apabila dilakukan hukum masing-rgaagemanya dan
kepercayaannya. Dan bagi umat Islam, pernikaharagahila dilakukan
menurut Hukum Perkawinan Islam, dengan kata laimviaketentuan
hukum agama yang menjadi penentu utama sah d&myiaaernikahan.
. Pertimbangan berdasarkan walinya Adhol

Dan apabila wali Nasabnya Adhol maka boleh berginkia wali
Hakim, walaupun dipaksa atau enggan menikahkanidiak boleh sekali-
kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh atali ab’ad. Hal ini
menurut pandangan penulis, bahwa pernikahan dewagéinHakim itu
sudah sesuai dengan teori sebab di dalam KHI stigiEdaskan pada pasal
23 ayat 1 dan 2, dan PERMENAG RI No. 2 tahun 1398itang Wali

Hakim.
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4. Menimbang berdasarkan pada kitdbhadzab

Bahwa dalam keterangan kitétuhadzabyang berbunyi:
Bl Ly U1 Lgbiams 5387 s Sl s )
Bahwa apabila seorang perempuan yang layak nikailtandinikahkan
dengan laki-laki yang seimbang derajatngek(fy lalu wali nikahnya
menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAWwaaNabi

bersabda:
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Menurut pandangan penulis, berdasarkan hadits amwh jika wali
enggan menikahkan anaknya, maka wali Hakimlah yaag@n
menikahkannya.
5. Pertimbangan berdasarkan analisis QS al-Baqarat2a@9a232 dan 234

Bahwa dalam QS al-Bagarah ayat 232, Allah berfirman

HBIL+QEFCO0 HOL OII=D>LUDHOYBr=Dee oXeo
e BJIRSAI\A PR Jm ANP:STm [AN
Artinya: “Maka janganlah kamu (para Wali) menghalangi merk&a/in
lagi dengan bakal suaminyaal-Bagarah: 2335
Demikian juga firman-Nya:
DEN®OIBXIN AOT v ORI RXIGER« 10 #BRIO
“Hingga dia kawin dengan suami yang laidl-Bagarah: 236§

13 Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrohim bin AliMuhadzab, juz 2Semarang: Maktabah wa
Matba’ah Toha Putra, him. 37
* Hafid Abi Abdillah Bin Yazid al-QoswainiSunan Ibn Majah Juz Beirut: Darul Fikri
Arabiyah, him. 605
> vayasan Penyelengga Penterjemah Al-QurahQuran dan Terjemahnya 30 Juz,
Semar%ng: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, him. 56
Ibid
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Dan ayat yang terakhir
crRNOONE  AHAECOREHEN QAR OGRY  oXl¢o

Ol R GO-> A MORx $IoE@RAD +o
Qo OV VAEO M Wa o R

“Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereberbuat
terhadap diri mereka menurut yang pat(#l-Bagarah: 234

Menurut penulis ayat di atas dan lainnya, kata hilselalu
disandarkan pada perempuan bukan kepada wali. Baaliadilarang
oleh al-Qur'an menghalangi nikah dengan lelaki ydisgkainya. Menurut
pandangan penulis bahwa pernikahan itu merupak&n peaempuan
sepenuhnya dan ia layak menangani pernikahanngaaskEngsung tanpa
izin terlebih dahulu kepada walinya. Oleh kareng pernikahan yang
dilakukan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali ganasih ada tetapi
Adhol itu sah. Hanya saja menurut rasa kesusilaasyarakat di
Indonesia, tidak hadirnya wali dalam pernikaharmasiikan “kurang baik”
dan rasanya memang tidak pula “baik” kalau seorgegempuan
kendatipun ia sudah dewasa, menawarkan dirinyairsekgbada calon
suaminya di hadapan dua orang saksi dan orang-oyang hadir di
sekitarnya.

Dari keterangan para ulama desa Ujunggede Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang dapat dianalisisvhapara ulama
sebenarnya menganggap sah pernikahan perempuaandemaj Hakim

kaitannya dengan wali Adhol. Sedangkan perbedaardgpat terjadi

karena pengambilan hukum yang berbeda, di sampinguga karena

7 1bid, him. 57
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pemahaman atas suatu dalil yang berbeda-beda saba $ainnya,
sehingga terjadilah perbedaan penafsiran antaraausatu dengan ulama
lainnya.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dergas kang
terjadi di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgadingugaten Pemalang,
penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qural-Hadits, Kitab-
kitab, KHI, PERMENAG RI No. 2 tahun 1987 dan UUrlavinan) yang
telah penulis uraikan di atas, maka penulis mekgatpenyelesaian kasus

tersebut sudah sesuai dengan teori.



